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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 27), maka
perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah
mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57
Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan
Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2021 Nomor 27);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Pasal 1

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Klungkung Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 63) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI KLUNGKUNG,

Sl e

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

...

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 57



memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga
diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Nusa Penida ini
dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi
RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 serta memberikan manfaat
bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG

AN
i

I NYOMAN SUWIRTA




